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BAB I

PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Reformasi tahun 1998 telah membawa Negara Indonesia memasuki sebuah suasana yang sama sekali baru. Suasana itu adalah lahirnya demokrasi dari “bawah” yang melawan tirani kekuasaan orde baru yang coba dibangun dari “atas” pada jaman Presiden Soharto berkuasa. Dalam sistem demokrasi dari “bawah” ini masing-masing aktor berdiri sendiri dan belum tentu dapat bekerjasama satu sama lain sebagaimana yang biasa berlaku dalam sebuah sistem politik yang sudah mapan. Sejak Tahun 1998 Negara Indonesia mengalami proses pergeseran dari sistem politik yang mengutamakan harmoni dan penyeragaman (authoritarian sistem) menuju sistem politik yang menghalalkan persaingan dan kemajemukan (liberal sistem). Proses ini telah membawa resiko dalam kehidupan politik di Indonesia. Masalah itu mencakup pertama Persoalan Transisi Demokrasi, kedua, masalah kontekstual bangsa dan masyarakat, dan ketiga masalah sistem politik dan pemerintahan Indonesia. 
Berbagai persoalan yang menghimpit Indonesia akibat pergeseran sistem politik ini telah melahirkan ide untuk mendorong sistem politik Indonesia ke arah dwipartai dan bukan multipartai. Dengan konstruksi seperti ini, diharapkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai karena tidak lagi diganggu oleh elit partai-partai kecil atau gurem. Mereka yang berpandangan seperti ini menginginkan adanya semacam penggabungan atau pembentukan koalisi besar menuju penciptaan sistem dwipartai, dengan alasan bahwa jumlah partai yang banyak seperti saat ini di Indonesia tidak terlalu bermanfaat bagi rakyat Indonesia karena mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan sendiri.

Arbi Sanit (Suara Karya, 7 Juni 2006), pengamat politik dari Universitas Indonesia berpendapat sistem dwipartai akan lebih menjamin efektifitas pemerintahan. Sistem dwipartai akan mampu mengatasi problem pencampuradukan fungsi dan posisi eksekutif dan legislative yang kerap menghambat kerja pemerintahan. Lebih lanjut Arbi berpendapat perlunya penyederhanaan sistem kepartaian, karena pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa ada kerja sama partai yang tidak dapat dilakukan dengan sistem multipartai. Dengan sistem ini banyak ketidaksikronan, karena di satu sisi DPR bisa mengintervensi pemerintah seperti mengusulkan menteri dan mencampuri program kerjanya, jikalau tetap seperti ini maka pola yang tepat untuk digunakan adalah sistem parlementer dimana eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri. Di Indonesia saat ini memakai sistem Presidensiil tetapi terlalu mudah diatur parlemen. Kombinasi seperti ini tidak dapat dibenarkan.

Untuk mengupayakan penyederhanaan partai ini dapat diwujudkan melalui koalisi, penggabungan, federasi maupun fusi partai-partai menjadi dua partai besar seperti Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, Partai Buruh dan Partai Konservatif Inggris serta partai Buruh dan Partai Demokrat di Australia. Lebih lanjut Negara tetangga seperti Malaysia memberi contoh penggabungan partai politik melalui federasi partai dalam United Malay National Organization (UMNO)atau Barisan Nasional di Malaysia.

Sistem politik dan demokrasi yang baik, adalah sistem yang bisa melahirkan partai yang kuat dan mayoritas di parlemen sehingga paska pemilu di lembaga legislatif dan eksekutif hanya ada dua partai besar yaitu partai pro-pemerintah dan oposisi. Partai-partai kecil bergabung ke partai besar yang menang atau yang kalah sebagai partai pro-pemerintah atau oposisi. Dengan demikian garis demarkasi antara partai yang menang dan kalah dalam pemilu bisa dipertegas. Partai yang kalah tidak bisa lagi menitipkan kadernya untuk menjadi menteri ke Presiden yang terpilih. Atau partai tidak bisa lagi menjadi ular berkepala dua, menjadi pro sekaligus pengkritik pemerintah. Untuk mewujudkan gagasan ini Pemilu dengan sistem proporsional harus segera diganti dengan sistem distrik.

B. PERUMUSAN MASALAH

Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik difokuskan pada beberapa permasalahan, yaitu:

1. bagaimanakah peranan partai politik dalam menunjang sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia?

2. Apakah partai politik di Indonesia telah terlembaga dengan baik?

3. apa yang menjadi argumentasi, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis mengenai urgensi atau pentingnya pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ?

4. bagaimana arah dan jangkauan pengaturan yang menjadi ruang lingkup materi RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Penyusunan naskah akademis Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bertujuan:

1. Mendukung sistim presidensiil.

2. Untuk pelembagaan partai politik.

3. Fungsi Partai Politik

4. Basis dan struktur kepartaian

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undngan yang ada mengatur atau didalamnya terdapat ketentuan mengenai bantuan hukum. Pasal-pasal peraturan perundangan yang telah ada yang mengatur tentang bantuan hukum adalah bagian yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Penyusunan Rancangan Undang Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politi dilakukan dengan metode kerja sebagai berikut:

1. Evaluasi atas pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

2. Pengkajian terhadap pasal-pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiik yang dinilai mengandung kelemahan dan/atau bermasalah;

3. Pengkajian terhadap konsep teoritis tentang sistem kepartaian yang ideal;

4. Analisis komprehensif dan penyusunan konsep pengaturan yang baru.

E. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I 
PENDAHULUAN, berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, metode serta sistematika penulisan;

Bab II      Kerangka Teori

Bab III    Problematika dan Lingkup Penyempurnaan 

Bab IV
Materi Muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Bab V    KESIMPULAN

BAB II

KERANGKA TEORI PARTAI POLITIK

A. DEFINISI DAN FUNGSI PARTAI POLITIK

1. Pengertian Partai Politik

Partai sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua Negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur masyarakat manusia.Usianya tidak lebih dari 100 tahun. Istilah partai politik itu sendiri baru muncul pada abad sembilanbelas dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang bias mengambil bagian dalam pemilihan umum. Pada Tahun 1850 tidak ada satu Negara pun didunia (kecuali Amerika Serikat) mengenal partai dalam pengertian modern. Ada alur-alur pendapat, kelompok-kelompok rakyat, masyarakat-masyarakat yang dikelompokan karena memiliki aliran filsafati tertentu, ada kelompok-kelompok dalam parlamen, tetapi belum ada partai politik yang sebenarnya.

Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara social maupun ekonomi, moril maupun materiil. Cara mengemukakan keinginan rakyat melalui parpol ini mengandung pengertian adanya demokrasi. Dengan demikian suatu partai politik hanya dapat ada jika sekurang-kurangnya satu kelompok yang lain menyainginya. Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahanakan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penugasan ini ia memberikan manfaat yang bersifat idiil maupun materiil kepada para anggotanya. 

2. Fungsi-fungsi Partai Politik


Diantara fungsi-fungsi Partai Politik yang biasanya paling umum dikemukakan adalah : representasi (perwakilan), konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, serta control terhadap pemerintah.

B. PARTAI DAN SISTEM KEPARTAIAN


Partai sebagai kekuatan politik adalah suatu gejala baru bagi semua Negara di dunia ini, dalam arti bahwa umurnya tidak setua umur masyarakat manusia.Usianya tidak lebih dari 100 tahun. Istilah partai politik itu sendiri baru muncul pada abad sembilanbelas dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak mereka yang bias mengambil bagian dalam pemilihan umum. Pada Tahun 1850 tidak ada satu Negara pun didunia (kecuali Amerika Serikat) mengenal partai dalam pengertian modern. Ada alur-alur pendapat, kelompok-kelompok rakyat, masyarakat-masyarakat yang dikelompokan karena memiliki aliran filsafati tertentu, ada kelompok-kelompok dalam parlamen, tetapi belum ada partai politik yang sebenarnya.



Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara social maupun ekonomi, moril maupun materiil. Cara mengemukakan keinginan rakyat melalui parpol ini mengandung pengertian adanya demokrasi. Dengan demikian suatu partai politik hanya dapat ada jika sekurang-kurangnya satu kelompok yang lain menyainginya. Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahanakan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penugasan ini ia memberikan manfaat yang bersifat idiil maupun materiil kepada para anggotanya.

Diantara fungsi-fungsi Partai Politik yang biasanya paling umum dikemukakan adalah : representasi (perwakilan), konversi dan agregasi; integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi); persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, serta control terhadap pemerintah. Fungsi Representasi yang kita maksudkan adalah ekspresi dan artikulasi kepentingan. Namun demikian tidak semua partai politik menjalankan fungsinya tersebut  dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan demokrasi.

Oleh karena itu di Negara-negara demokrasi yang relative baru partai-partai lebih merupakan “beban” atau masalah ketimbang inisiator bagi solusi permasalahan masyarakat.  



Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan jumlah partai yang ada pada suatu Negara, yakni: Satu Partai, Dua partai, dan Multi Partai; berdasarkan pada karakter partai-partainya: kompetitif, Agregatif, Ideologis, Pluralistis, Monopolistis, Berorientasi pada isu atau pada pengikut, ataupun berdasarkan pada sumber dukungan, organisasi Internasional dan cara bertindak suatu partai, seperti yang ditulis oleh Roy C. Macridis
. 

Tentang hubungan antara sistim kepartaian dengan pemerintahan, beberapa ilmuwan berpendapat bahwa Sistem Dua-Partai cenderung menciptakan stabilitas pemerintahan karena hanya salah satu partai yang memenangkan suara mayoritas dalam pemilihan. Sistem Multi Partai dianggap kurang mendukung stabilitas pemerintahan karena pemerintah hasil pemilihan tergantung pada koalisi antarpartai yang seringkali distribusi perolehan kursinya hamper merata. Dalam sistim Dua-Partai, kekuatan dominant partai yang memperoleh kemenangan suara mayoritas tidak dapat dicampuri oleh partai yang kalah karena partai yang disebut belakangan ini segera berperan sebagai oposisi. Sementara itu, distribusi kekuatan yang hamper seimbang antara partai-partai dalam sistim Multi-Partai mengakibatkan pemerintah bergantung pada koalisi antarpartai. Dengan demikian, substansi stabilitas pemerintahan dalam sistim ini bertumpu pada kompromi antara partai-partai yang berkoalisi, kecuali bila ada salah satu partai yang mampu memenangkan mayoritas-mutlak suara (di atas 50 persen). Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa dalam sistim Dua-Partai sama sekali tidak terdapat koalisi. Koalisi pada parta-partai utama dalam sistim ini umumnya terjadi di luar lembaga perwakilan atau kementerian dalam cabinet.



Apakah sistim kepartaian hanya berkaitan dengan soal jumlah partai belaka ? Teoritisi klasik seperti Maurice Duverger (1954) memang cenderung mengklasifikasikan tipe sistim kepartaian atas dasar jumlah. Duverger misalnya membedakan sistim kepartaian atas sistim dua partai dan sistim multipartai. Namun demikian, berbeda dengan Duverger, Robert A. Dahl cenderung mengidentifikasi sistim kepartaian atas dasar tingkat kompetisi dan oposisinya di dalam serta terhadap struktur politik yang berlaku. Terlepas dari jumlahnya, Dahl membedakan empat tipe sistim kepartaian, yaitu (1) yang bersifat persaingan sepenuhnya; (2) bekerjasama bersifat persaingan; (3) saling bergabung bersifat persaingan; dan (4) saling bergabung sepenuhnya (Dahl, 1966).

Sementara itu, Jean Blondel, Stein Rokkam, dan Sartori, selain menggunakan variabel jumlah untuk mengidentifikasi sistim kepartaian, namun juga menambahkan variabel-variabel lainnya seperti “ukuran relative” dari partai-partai (Blondel, 1968), distribusi kekuatan minoritas di dalam partai (Rokkan, 1968), dan variabel jarak ideologis antarpartai di dalam sistim kepartaian (Sartori, 1976)
. Berbagai variabel tambahan tersebut menghasilkan varian atau tipe sistim kepartaian yang berbeda dan beraneka ragam sesuai dengan titik tekan sifat persaingan, kecenderungan ideologis, pola relasi  antarpartai, dan karakter partai-partai yang saling berinteraksi tersebut. 

Tabel 1

Berbagai Tipe Sistem Kepartaian

	Author
	Principal Criteria for Classification
	Principal Types of Party sistim Identified

	Duverger (1954)
	Number of partai
	Two-party sistims

Multiparty sistims

	Dahl (1966)
	Competitiveness of opposition
	Strickly competitive

Cooperative-competitive

Coalescent-competitive

Strickly coalescent

	Blondel (1968)
	Numbers of parties

Relative size of parties
	Two-party sistims

Two-and-a-half-party sistims

Multiparty sistims with one dominant party

Multiparty sistims without dominant party

	Rokkan (1968)
	Number of parties

Likelihooed of single-party majorities

Distribution of minority party strenghts
	The British_German

“1 vs 1+ 1” sistim

The Scandinavian 

“1 vs 3-4 sistim

Even multiparty sistims:

“1 vs 1 vs 1 + 2-3”

	Sartori (1976)
	Numbers of parties

Ideological distance
	Two-party sistims

Moderate pluralism

Polarized pluralism

Predominant-party sistims.


Sumber : Peter Mair, “Party sistims” dalam LeDuc, Niemi dan Norris, 1996, hal. 86 atau dalam Syamsuddin Haris, Demokratisasi Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia hal 9.

Pertanyaanya kemudian, sistem kepartaian seperti apa yang dianggap tepat bagi bangsa Indonesia, dalam pengertian tak hanya koheren dengan pilihan terhadap sistim pemerintahan dan sistim perwakilan serta sistim pemilihan, melainkan juga dapat memberikan kontribusi bagi cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Apabila disepakati bahwa semangat sistim pemerintahan yang dikehendaki oleh UUD 1945 hasil amandemen adalah sistim presidensiil, maka semestinya berlaku pula sistim perwakilan bicameral sebagai konsekuensi logisnya.Sebagai konsekuensi logis berikutnya adalah bahwa sistim perwakilan bicameral mengharuskan berlakunya sistim pemilu distrik, dan sistim distrik meniscayakan diterapkannya sistim dua-partai. 

Namun demikian tidak berarti pula bahwa model serupa benar-benar tepat bagi kebutuhan dan kondisi obyektif bangsa Indonesia. Pilihan terhadap sistim pemilu distrik dan sistim dua-partai sebagai konsekuensi berikut dari pilihan atas sistim pemerintahan dan perwakilan, tidak harus dipandang sebagai satu-satunya alternative dalam rangka membangun demokrasi dan tata-pemerintahan yang stabil, efektif, dan produktif. Pengalaman sejumlah Negara demokrasi yang mengadopsi campuran antara sistim distrik dan sistim proporsional, serta relative banyaknya perspektif teoritis tentang sistim kepartaian seperti dikutip di atas, barangkali bisa membawa kita pada alternative pilihan yang tidak sekedar hitam-putih. Artinya, meskipun koherensi antara sistim pemerintahan, sistim perwakilan, sistim pemelihan, dan sistim kepartaian, merupakan acuan dasar yang penting, namun pilihan terhadap sistim pemilihan dan sistim kepartaian bisa saja berbeda atau sedikit menyimpang dari “keharusan” teoritis seperti dikemukakan di atas.

Faktor sejarah, keterbelahan cultural, perpecahan politik, disparitas demografis, dan sensitifitas isu mayoritas-minoritas, adalah variabel-variabel penting lain yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan pilihan terhadap sistim pemilu dan sistim kepartaian. Begitu pula keterbelakangan social-ekonomi, tidak adanya tradisi consensus, dan belum terbangunnya kultur liberal, adalah variabel-variabel yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan pilihan terhadap sistim pemilihan dan sistim kepartaian.

Oleh karena itu dalam konteks Indonesia, model sistim multipartai sederhana dengan dua partai dominant barangkali bisa menjadi alternative jika diasumsikan bahwa pilihan terhadap sistim pemilu pun kelak akan bergerak Dari sistim distrik dan proporsional untuk jangka menengah dan panjang. Namun demikian untuk sampai kepada sistim “multipartai sederhana dengan dua partai dominant” tersebut jelas tetap diperlukan reformasi institusional yang bersifat mendasar atas partai-partai politik, sehingga watak dan karakternya pun secara berangsur-angsur dapat didorong untuk berubah.

C. PELEMBAGAAN DAN DEMOKRATISASI PARTAI

Sebagai organisasi modern, partai-partai sudah tentu dituntut untuk mengembangkan etika berpartai secara modern pula. Termasuk di dalamnya etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegial, etika berorganisasi atas dasar distribusi kekuasaan yang terdiferensiasi, dan etika pertanggungjawaban secara public, yang semuanya dilembagakan melalui mekanisme internal partai yang disepakati bersama. Melalui pelembagaan etika berpartai semacam itu, partai-partai tidak hanya diharapkan menjadi wadah pendidikan politik dan pembentukan kepemimpinan, tetapi juga bisa menjadi basis sekaligus fondasi bagi pelembagaan demokrasi kea rah yang lebih substansial.

Potret buram partai-partai dan sistim kepartaian tidak kaan pernah berubah apabila tidak ada upaya serius untuk mengubahnya menjadi lebih baik. Dalam hubungan ini paling kurang ada tiga jalur yang bisa di tempuh untuk mengubah partai-partai dan sistim kepartaian, yaitu jalur masyarakat, jalur institusional, dan jalur partai itu sendiri-dalam arti kesadaran para politisi untuk mengubah dirinya sendir. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hamper tidak ada harapan jika kita menunggu datangnya inisiatif perubahan dari partai. Oleh karena itu itu, gabungan jalur masyarakat dan jalur institusional tampaknya tetap merupakan alternative terbaik untuk “memaksa” berlangsungnya perubahan mendasar atas partai-partai kita.

Melalui jalur masyarakat, partai-partai dan para politisi secara berkala diseleksi, dipilih (kembali) atau “dihukum:-tidak dipilih- dalam pemilihan umum. Selain itu, berbagai elemen masyarakat juga dapat mendesakkan reformasi institusional atas partai-partai, terutama melalui perangkat regulasi yang dapat mendorong dan memfasilitasi partai-partai kea rah format yang dikehendaki oleh sebuah sistim demokrasi yang sehat. Urgensi perubahan dan atau penyempurnaan UU bidang politik pada umumnya dan UU Partai Politik pada khususnya terletak di sini.

Oleh karena itu paling kurang ada dua konteks penting pembaharuan UU Partai Politik, yakni Pertama,terbentuknya sebuah UU yang dapat mendorong-dan kalau perlu mewajibkan-partai-partai untuk mengubah karakter internalnya sehingga terwujud partai-partai yang demokratis dan terlembaga (institutionalized). Kedua, terciptanya sebuah UU yang bukan hanya menjadi dasar bagi pembentukan sistem kepartaian yang dianggap tepat bagi Indonesia, melainkan juga memiliki koherensi dengan sistim pemerintahan, sistim perwakilan dan sistim pemilu yang berlaku.

Berkaitan dengan pelembagaan partai, Huntington mengidentifikasi empat aspek yang bisa digunakan untuk menilai apakah sebuah organisasi, termasuk partai politik, telah terinstitusionalisasi atau tidak. Aspek-aspek itu menurut Huntington adalah Adaptability, complexity, autonomy, dan coherence. Tentang institusionalisasi, secara sederhana Huntington merumuskannya, “institutionalization is the process by which organization and procedures value and stability”
. Sedikit berbeda dengan itu  Randall dan Svasand mengatakan bahwa institusionalisasi partai mencakup dimensi internal dan eksternal yang mencakup empat elemen, yaitu sistimness, decisional autonomy, value infusion, dan reification
. Sementara itu Netherlands Institute for Multiparty Democracy (IMD) merumuskan lima aspek pelembagaan partai yang saling terkait, yaitu pengembangan demokrasi internal, keutuhan internal, identitas politik (ideology(, ketangguhan organisasi dan kapasitas berkampanye
.

Tabel 2

Aspek – aspek institusionalisasi Partai

	Sumber
	Aspek-aspek Institusionalisasi Partai

	Huntington (1968)
	Adaptability

Complexity

Autonomy

Coherence

	Randall dan Svasand (2002)
	Structural-Internal 
 sistimness

Structural-external  decisional autonomy

Attitudinal-internal value infusion

Attitudinal-external reification

	IMD (2006)
	Demokrasi internal

Keutuhan internal

Identitas politik (ideology)

Ketangguhan organisasi

Kapasitas berkampanye


Sumber: Randall dan Svasand (2002) dan IMD (2006).

BAB III

PROBLEMATIKA DAN LINGKUP PENYEMPURNAAN RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

A. PROBLEMATIKA 

Secara historis partai-partai politik di Indonesia sebenarnya lahir, tumbuh, dan besar bersamaan dengan pertumbuhan identitas keindonesiaan pada awal abad ke-20. Partai-partai pada era colonial ini telah memberikan kontribusi bagi pencarian sekaligus pembentukan identitas keindonesiaan yang mendasari pembentukan Republik.

Walaupun demikian, ketika Indonesia benar-benar merdeka dari kekuasaan colonial pada 1945, segera pula disadari bahwa terdapat perbedaan-perbedaan mendasar diantara para founding fathers tentang arah sistim kepartaian. Soekarno dengan gagasan satu partai tunggal dan Muhammad Hatta-lewat maklumat pemerintah 3 November 1945- yang lebih menyukai sistim multipartai di bawah sistim pemerintahan parlementer. Sistem ini bertahan hingga Pemilu 1955. Pemerintahan hasil Pemilu 1955 semula diharapkan menjadi solusi bagi berbagai konflik ideologis, gejolak daerah, dan aneka persoalan politik serta ekonomi lainnya, pada akhirnya kandas dan berumur tak sampai setahun. Jika kita amati, partai-partai dan sistim multipartai era demokrasi parlementer sebenarnya sejak awal telah mewarisi berbagai kelemahan structural, mulai dari tradisi konflik, tidak adanya disiplin organisasi, elitis, kepemimpinan yang cenderung personal, kecenderungan pemimpin-pemimpin partai hanya mau benar sendiri, dan kesenjangan yang besar antar elite partai dan massa pendukungnya di tingkat bawah
. Selain itu, bagi umumnya partai-partai, ideology lebih berfungsi untuk mengintegrasikan massa pendukung partai dan memberikan legitimasi bagi pemimpinnya ketimbang sebagai dasar untuk identifikasi isu-isu politik, social, dan ekonomi
.

Berbagai persoalan structural partai-partai itulah yang kemudian diwarisi kembali oleh partai-partai politik yang muncul dan meramaikan era reformasi pasca-Orde Baru. Persoalannya, rejim otoriter yang panjang dibawah DEmokrasi Terpimpin Soekarno dan Orde Baru Soeharto menutup kesempatan bagi bangsa kita untuk membesarkan partai-partai sebagai asset demokrasi. Sebaliknya, partai-partai dipandang sebagai sumber konflik dan instabilitas politik yang merintangi “revolusi yang belum selesai” pada era Soekarno dan “menghambat pembangunan” pada era Soeharto. Tidak mengherankan jika yang terbentuk kemudian stigma bahwa partai-partai dan politisi sipil adalah bagaian dari masa lalu yang buruk, dan lebih jauh lagi stigma bahwa seolah-olah politik itu “kotor”.

Keterbukaan dan kebebasan berserikat yang mendorong pembentukan puluhan dan bahkan lebih dari seratus partai pasca-Soeharto tidak diikuti perubahan karakter partai-partai. Sebaliknya, partai-partai mewarisi kegagalan structural era 1950-an. Dalam kaitan ini dapat diidentifikasi empat kelompok kegagalan partai-partai, yaitu Pertama, Kegagalan organisasi dan institusi, Kedua, kegagalan kepemimpinan, ketiga, kegagalan ideology dan keempat kegagalan taktik dan strategi.

Kegagalan organisasi dan institusionalisme tampaknya dialami oleh hamper semua partai politik. Konflik Internal yang dialami oleh partai-partai besar dan kecil pada umumnya bersumber pada pelanggaran “aturan main” yang ironisnya sebagian besar dilakukan pemimpin atau ketua umum partainya masing-masing
. Hampir tidak ada tradisi berorganisasi secara rasional, kolegial, demokratis, dan bertanggungjawab di dalam partai-partai karena tidak jarang keputusan dan pilihan politik ditentukan secara sepihak dan oligarkis oleh segelintir atau bahkan seorang pemimpin partai.

Kegagalan kepemimpinan dapat dilihat dari tiga unsure yaitu, Pertama, orientasi sikap dan tingkah laku, kedua, kematangan etis, dan ketiga kualifikasi serta kemampuan elite partai dalam performance politik mereka. Penolakan para pemimpin partai untuk melepaskan jabatan rangkap-jabatan di partai dan jabatan public- merupakan indikasi bagi kualitas sikap dan perilaku yang rendah pula
. Begitu juga dengan kecenderungan para elite partai meraih dukungan dengan memanipulasi identitas cultural dan primordial, jelas merupakan contoh lain dari kegagalan kepemimpinan di kalangan partai. Para Pemimpin partai mestinya mendidik rakyat supaya mendukung mereka secara rasional berdasarkan prinsip pertukaran dukungan (yang diberikan rakyat) dengan pelayanan public (yang diberikan elite sebagai kompensasinya).

Dalam konteks ideology, para politisi partai cenderung bersifat mendua dan tidak konsisten. Di satu pihak secara formal dan verbal mendukung ideology, baik ideology Negara maupun ideology partai, tetapi dalam perilaku seringkali menggunakan dukungan itu untuk kepentingan kekuasaan belaka. Kepentingan kelangsungan kekuasaan pribadi dan vested interest kelompok akhirnya mengalahkan komitment mereka terhadap ideology. Pada akhirnya, kepentingan pribadi dan kelompok itulah yang menjadi “ideology” para politisi partai kita dewasa ini. Sementara itu dalam konteks taktik dan strategi, pada umumnya partai-partai terperangkap upaya memperjuangkan jabatan-jabatan public ketimbang perjuangan memenangkan kebijakan publik.

Sementara itu, fungsi pendididikan politik bagi masyarakat hamper tidak pernah disentuh dan menjadi agenda partai-partai politik. Sebaliknya, partai-partai politik kita cenderung bersembunyi di balik baju yang bersifat ideologis, di belakang charisma pribadi para elitenya, serta di balik isu-isu besar yang tak pernah diterjemahkan secara kontekstual-operasional. Sebagai akibatnya, kompetisi partai-partai cenderung lebih bersifat fisik (melalui kemampuan pengerahan massa, mobilisasi symbol-simbol, dan sejenisnya) ketimbang kompetisi atas dasar keunggulan visi, platform dan program politik.

Permasalahan dari Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik:

Pertama, banyaknya jumlah partai politik di Indonesia yang menimbulkan dilemma bagi demokrasi sebab banyaknya organisasi peserta pemilu yang pada gilirannya mempersulit tercapainya pemenang mayoritas sehingga menjadi kendala bagi terciptanya pemerintahan dan politik yang stabil.Bermunculannya partai politik baru juga ditunjang oleh ketentuan pembentukan partai politik yang terlalu mudah. Penyederhanaan partai politik juga terkendala oleh belum terlembaganya sistim gabungan partai politik yang terbangun di Parlemen. Gabungan politik yang tercipta cenderung bersifat instant, lebih berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, dan belum berdasarkan platform dan program politik yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dan bersifat permanen.

Kedua, belum terlembaganya partai sebagai organisasi moderen dimana sikap dan perilaku partai politik belum terpola atau sistemik sehingga belum terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistim demokrasi. Lemahnya pelembagaan partai politik terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung membangun partai massa yang aktivitasnya meningkat hanya menjelang pemilu dimana sistim keanggotaan amat longgar, karena belum memiliki sistim seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta belum mengembangkan sistim pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Lemahnya pelembagaan sistim kepartaian juga dapat dilihat dari belum tersedianya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk membekukan kepengurusan partai politik, baik untuk kepengurusan tingkatan pusat, tingkat propinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Problem lain yang dihadapi adalah upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekalipun masih menemukan kendala kultural dan struktural.

Ketiga, belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh Partai Politik, baik fungsi partai politik terhadap Negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Partai politik belum memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutment politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti, tidak ada rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Akibatnya partai politik tidak memiliki program yang jelas dalam hal bagaimana melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintahan. 

Keempat, belum munculnya kemandirian partai yang terkait dengan pendanaan yang tidak memadai dari iuran anggota dan subsidi Negara. Karena iuran anggota sebagian besar tidak jalan maka partai tergantung pada sumbangan dari pemerintah.Iuran dari anggota tidak jalan karena partai umumnya bersifat massa, lemahnya mekanisme hadiah dan ganjaran dalam internalpartai dan tidak adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengakuntasian dan pelaporan, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun partai yang transparan, akuntabel dan auditable.

Kelima, mudahnya syarat bagi pembentukan partai politik yang turut menyokong lemahnya pelembagaan partai politik.

B. LINGKUP PENYEMPURNAAN


Seperti telah dikemukakan sebelumnya, urgensi revisi atau penyempurnaan UU bidang politik pada umumnya dan UU Partai Politik pada khususnya bukan hanya dalam rangka menciptakan tat-pemerintahan yang lebih efektif dan stabil, melainkan juga dalam upaya menghasilkan demokrasi yang lebih produktif. Bagaimanapun institusi-institusi demokrasi seperti partai politik dan pemilihan umum tidaklah diciptakan untuk dan demi demokrasi itu sendiri, tetapi justru sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam kaitan ini, partai-partai yang bekerja dan terlembaga (institutionalized) dalam suatu sistim kepartaian yang efektif dengan tingkat fragmentasi sedang lebih diperlukan ketimbang partai-partai yang tidak terlembaga dalam suatu sistim kepartaian dengan tingkat fragmentasi tinggi seperti dewasa ini berlaku pasca orde baru.


Tingkat fragmentasi partai adalah produk dari pilihan terhadap sistim pemilu. Seperti diketahui, sistim distrik (first past the post) cenderung menghasilkan sistim kepartaian yang jauh lebih sederhana dengan dua partai utama, sedangkan sistim proporsional cenderung menghasilkan sistim multipartai. Apabila sistim distrik dianggap rentan bagi bangsa Indonesia yang multietnik dan multicultural serta cenderung mengancam keberadaan golongan minoritas, maka mekanisme koalisi bisa menjadi jalan keluar untuk menghindari sistim multipartai dengan tingkat fragmentasi yang terlalu tinggi. Mekanisme koalisi yang terbentuk secara relative permanent dapat mendorong terbentuknya budaya consensus yang sangat diperlukan bagi efektifitas dan stabilitas pemerintahan. Selain itu melalui mekanisme koalisi, partai-partai kecil yang gagal memenuhi ketentuan electoral threshold tidak harus memaksakan diri untuk “lahir kembali” dalam pemilu berikutnya, tetapi cukup bergabung dengan partai besar yang dianggap dekat secara ideologis.


Selain mekanisme koalisi, tingkat fragmentasi partai yang tinggi dapat dikurangi pula melalui pengaturan electoral threshold yang relative tinggi dibandingkan yang telah berlaku dalam UU Pemilu No. 12 Tahun 2003. Pengenaan electoral threshold yang tinggi memang tidak otomatis mengurangi “nafsu” elite politik untuk membentuk partai baru pada pemilu berikutnya, namun setidak-tidaknya jumlah partai baru yang benar-benar baru, ataupun partai lama yang “dipermak” menjadi baru, tidak akan sebanyak jika batasan electoral threshold terlalu rendah seperti dianut UU Pemilu yang berlaku dewasa ini.


Berkaitan dengan upaya meningkatkan demokratisasi internal, sudah waktunya sebagian kewenangan partai tingkat pusat didesentralisasikan ke tingkat wilayah (provinsi) dan cabang-cabang (kabupaten/kota) partai di daerah. Desentralisasi kekuasaan partai ini tidak hanya penting dalam hubungannya dengan upaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian elite politik local, melainkan juga dalam rangka mendukung agenda nasional desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks pencalonan anggota legislative misalnya, otonomi partai di tingkat daerah dalam penentuan caleg berpeluang mendorong para kandidat lebih bertanggungjawab di daerah pemilihannya masing-masing.


Pembaharuan partai dapat juga dilakukan dengan pengaturan ormas onderbouw, sistim keanggotaan dan pengkaderan yang lebih jelas, pengaturan pendanaan partai yang lebih transparan dan akuntabel, akomodasi keberadaan partai local, serta penguatan keterwakilan kaum perempuan dalam kepengurusan partai.


Secara garis besar Lingkup Penyempurnaan dalam RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politi ada dua, yaitu pertama; mekanisme untuk menjamin fungsi partai untuk menjamin pemerintahan yang efektif (Logika Moderate Pluralism menjamin Pemerintahan Efektif) hal ini sangat terkait dengan isu Pengetatan syarat pendirian partai (jumlah pendiri, teritori yang diwakili lebih banyak, Threshold untuk ikut pemilu dan parlemen, Prasyarat kemandirian finansial  – rekening yang diaudit rutin dan diinformasikan ke publik, jumlah sumbangan riil dari perusahaan dan perorangan, dan Prasyarat konflik kepentingan – mengurangi jabatan pengurus partai dan jabatan politik. Kedua; mekanisme untuk terbentuknya partai politik yang responsif dan berdasarkan program (programmatic party), hal ini sangat terkait dengan isu Rekrutmen untuk jabatan politik dari kader partai, profesional pengelolaan keuangan partai politik, rekening yang diaudit rutin dan diinformasikan ke publik, desentralisasi partai politik dan munas dan kongres adalah tempat perancangan program-program partai pada tingkat nasional dan prioritas dari partai pada tingkat regional dan lokal.

BAB IV

MATERI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

A. LATAR BELAKANG

Penyempurnaan sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya merupakan agenda penting bangsa dan negara Indonesia saat ini. Untuk melakukannya, terdapat dua strategi penyempurnaan yang bisa dilakukan, yaitu (1) penyempurnaan yang bersifat mendasar yang memerlukan perubahan atau amandemen kembali atas UUD 1945; dan (2) penyempurnaan yang bersifat bertahap melalui perbaikan dan atau revisi terhadap segenap perundang-undangan bidang politik. Idealnya penyempurnaan tersebut semestinya dilakukan secara mendasar sekaligus namun karena berbagai pertimbangan obyektif seperti fisibilitasnya (feasibility), dan resiko serta cost politik yang mungkin diakibatkannya, maka penyempurnaan secara bertahap melalui revisi UU Politik adalah pilihan yang paling realistis. Salah satu RUU yang termasuk RUU paket politik tersebut adalah RUU tentang Partai Politik.

B. POKOK-POKOK PERUBAHAN

Upaya penyempurnaan terhadap UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada prinsipnya adalah untuk semakin menyempurnakan upaya pelembagaan partai politik. Secara garis besar RUU Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini bertujuan: pertama, membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, partai politik dapat semakin memaksimalkan fungsinya baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutment politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik 

Materi perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terkait dengan penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pendirian Partai Politik

Dalam kerangka membangun sistem kepartaian yang kuat dalam menunjang sistem pemerintahan presidensiil yang efektif dibutuhkan Partai Politik yang mampu menjalankan tugas dan fungsi Partai Politik secara optimal dan dapat mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa. Terkait dengan hal ini maka ketentuan pada Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan perubahan di mana di atur syarat pendirian partai politik diperketat dengan syarat pendirian paling sedikit 1000 orang dan tersebar di 75% provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Persyaratan persebaran diperlukan untuk menunjukan keseriusan pendirian Partai Politik sekaligus semakin menguatkan peranan Partai Politik sebagai organisasi yang berciri nasional dan menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 

2. Persyaratan Partai Politik menjadi Badan Hukum

Persyaratan Partai Politik untuk menjadi Badan Hukum dalam kerangka mengikuti Pemilu perlu diperketat sebagai syarat bagi penyederhanaan Partai Politik. Hal ini dimaksudkan untuk semakin melembagakan struktur kepengurusan partai politik yang bersifaty nasional. Oleh karena itu ketentuan pasal 3 ayat (2) syarat bagi partai politik untuk menjadi Badan Hukum semakin diperketat di mana diatur Partai Politik harus memiliki kepengurusan paling sedikit 75% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. Ketentuan ini lebih maju dibanding dengan ketentuan UU No 2 Tahun 2008 yang hanya mensyaratkan kepengurusan di 60% dari jumlah Provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan. 

3. Persyaratan Rekening Partai Politik Pada Saat Membentuk Partai Politik

Agar Partai Politik dapat menjalankan Fungsinya dengan baik maka dibutuhkan adanya sejumlah dana yang akan digunakan untuk menngerakan roda organisasi Partai Politik. Untuk itu pada saat pendirian Parpol perlu adanya sejumlah dana awal yang dapat menjamin bahwa Partai Politik yang akan didirikan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukan kesiapan Partai Politik dalam menbiayai aktifitasnya dalam kerangak menjalankan fungsi politiknya sekaligus menjadi indikator bagi kesiapan Partai Politik tersebut untuk mengikuti Pemilu. Oleh karena itu dilakukan penambahan persyaratan sebuah partai politik dapat menjadi badan hukum. Penambahan ketentuan ini diatur dalam Pasal 3.  

4. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

AD/ART merupakan aturan main yang mengikat dalam penyelenggaraan organisasi Partai Politik yang harus jelas, dipahami dan ditaati oleh seluruh anggota Partai Politik. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Partai Politik seringkali AD/ART akan ditinjau untuk periode waktu tertentu. Oleh karena itu setiap perubahan AD/ART harus melalui mekanisme yang sah, demokratis, konstitusional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar hak-hak anggota dan pengurus dapat terlindungi dan terciptanyan kepastian hukum.  Ketentuan Perubahan mengenai perubahan AD dan ART ini dilakukan pada Pasal 5.

5. Rekrutmen Politik

Salah satu fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana rekrutment kader politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme rekrutment yang dapat mengakomodir kader-kader terbaik partai politik yang telah melalui proses pelatihan kaderisasi dan seleksi sesuai dengan AD dan ART yang berlaku di masing – masing partai politik. Rekrutment terhadap kader terbaik partai ini sangat diperlukan khususnya pada proses pencalonan anggota DPR dan DPRD. Disamping adanya mekanisme tersebut, diperlukan juga sebuah pengaturan afirmative action pada perempuan dimana diatur ketentuan bahwa dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus). Ketentuan Perubahan ini diatur dalam Pasal 29.

6. Bantuan keuangan bagi Partai Politik


Dalam UU telah diatur bahwa setiap Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Tetapi tidak dijelaskan secara eksplisit peruntukan dari bantuan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut. Oleh karena itu dalam RUU Perubahan ini Pada Pasal 34 dilakukan penambahan ayat yakni ayat (3a) dimana diatur secara eksplisit bahwa bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik maupun masyarakat.Dengan adanya ketentuan ini maka Partai politik akan semakin bertanggungjwab menggunakan bantuan keuangan tersebut dalam melaksanakan fungsi partai politik khususnya dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat. Di samping itu agar bantuan keuangan tersebut dapat dijabarkan secara operasional maka RUU Perubahan ini mengamantkan kepada Pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaannya melalui instrumen Peraturan Pemerintah.

7. Sumbangan untuk Partai Politik

Sumbangan untuk Partai Politik merupakan salah satu sumber pendanaan Partai Politik yang telah diatur dalam Undang-Undang. Besaran terhadap sumbangan yang dapat diberikan oleh individu maupun perusahaan perlu diatur agar tercipta transparansi (kejelasan penyumbang) dan terciptanya kompetisi Partai Politik yang sehat. Agar tercipta transparansi dalam pemberian sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha maka dilakukan perubahan pada Pasal 35 dimana perusahaan dan/atau badan dapat menyumbang dengan ketentuan paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

8. Pengelolaan Keuangan Partai Politik 

Untuk membangun kredibilitas Partai Politik maka pengelolaan keuangan Partai Politk harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya seluruh pengelolaan keuangan tersebut harus dilaporkan secara periodik kepada publik/masyarakat. Laporan tersebut meliputi laporan neraca dan laporan arus kas. Ketentuan perubahan terhadap keuangan Partai Politik ini dilakukan pada Pasal 39.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Partai Politik perlu diselaraskan dengan sistem politik dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan menunjang sistem pemerintahan yang stabil dan efektif. 

2. Tugas dan fungsi Partai Politik perlu ditata dan ditumbuhkembangkan dalam konteks pelembagaan Partai Politik agar semakin memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupab berbangsa dan bernegara;

B. REKOMENDASI 

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politiik adalah sebuah keniscayaan, sehingga Rancangan Undang-Undang ini perlu segera dibahas untuk disahkan menjadi Undang-Undang.  

�	 Lihat dalam Teori-teori Mutakhir Partai Politik, (ed) Ichlasul Amal, PT Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.


�	 Dikutip dari  makalah “Demokratisasi Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia oleh Syamsuddin Haris dalam Seminar Nasional “Mencari Format Baru Pemilu dalam Rangka Penyempurnaan Undang-Undang Bidang Politik” hal. 9


�	 Huntington, Political Order, hal 12


�	 Lihat, Vicky Randall dan Lars Svasand, “Party Institutionalization in New Democracies”, dalam Party Politics, Vol 8 No. 1, 2002, hal 13.


�	 IMD, Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik yang Demokratis, 2006, hal 12 -15. 


�	 Tentang partai-partai era demokrasi Parlementer, lihat misalnya, Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1962; juga Feith Pemilihan Umum 1955, Jakarta; Penerbit Kompas, 1999 atau dalam Syamsuddin Haris, Demokratisasi Partai dan Sistem Kepartaian di Indonesia, Mei, 2006, hal.3
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